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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap data yang berhasil di 

kumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum atas pelanggaran Miranda Rule di Indonesia, 

yaitu mengakibatkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh 

jaksa penuntut umum tidak dapat diterima oleh hakim majelis 

karena keterangan yang diberikan oleh si tersangka tidak patut 

untuk dibawa ke pengadilan dan keterangan yang diberikannya 

menjadi cacat. 

 

2. Mekanisme penunjukan penasehat hukum bagi tersangka dalam 

tahap penyidikan bagi tersangka yang diancam pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu pihak 

penyidik membuat dan mengirimkan surat kepada salah satu 

kantor advokat, LBH, PBHI, dengan memberi penjelasan bahwa 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang, si tersangka perlu 

didampingi secara prodeo atau secara cuma-cuma. Berdasarkan 

surat yang dibuat dan dikirmkan oleh pihak penyidik tersebut, 

maka bagi penasihat hukum yang bersedia mendampingi si 
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tersangka secara prodeo, akan datang untuk mendampingi si 

tersangka. 

 

B. Saran 

3. Perlu diberikan sanksi yang tegas bagi penegak hukum yang terbukti benar 

melanggar prinsip-prinsip Miranda Rule. 

4. Perlu adanya mekanisme dan aturan pelaksanaan yang jelas yang mengatur 

kesediaan penasihat hukum untuk ditunjuk sebagai penasihat hukum bagi 

tersangka atau terdakwa secara cuma-cuma. 

5. Konsekwensi terhadap pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan 

harus benar-benar diterapkan.  
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